BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 15

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TAhun 2018 sampai
dengan triwulan I menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2018;

. berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Pasal 343

ayat (1) tentang tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan,



Mengingat

1.

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam  tahun  berjalan menunjukkan  adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2018.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah dalam  Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan



16.

17.

18.
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20.
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25.

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 95);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;



26.

27.

28.
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30.
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33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 18

Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 65

Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013

Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah keduakalinya
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



Menetapkan

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-
undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2016 Nomor 18);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021;
38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2018.
39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2017 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 15 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Pasal I
Lampiran ketentuan dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Gresik Nomor 15 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 diubah dan dibaca
sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal Juli 2018

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.
Diundangkan di Gresik
pada tanggal Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR .....



